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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalab 

Suatu negara dapat dikatakan berhasil, apabila negara tersebul mampu 

memajukan kesejahteraan seluruh rakyutnya. Untuk mcmenuhi kesejahtcraan 

tersebut diperlukan dana yang sangat besar jumlahnya, yang berasal dari 

penerimaan negara. Di Indonesia, salah satu sumber penerimaan negara yang 

sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan serta bertujuan untuk 

meningkatkan kescjahteraan masyarakat adalab penerimaan pajak. Penerimaan 

pajak scndiri bergantung dari peranan pemerintah dan terutama masyarakat 

(Wajib Pajak). 

Untuk mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan, pemerintah 

selalu mengadakan perubahan-perubahan kebijakan dibidang perpajakan. Hal 

tersebut diantaranya dapat dilihat dalom intensiJikasi pajak dan ektensifikasi 

pajak. lntensifibsi pajak merupakan kegiatan mengoptimalkan penerimaan pajak 

terhadap wajib pajak yang telah terdaflar atau tercau1t dalam Oirektorat Jenderal 

Pajak (DJP) yang diarahbn sebagai upaya meningkatkan penerimaan dari sumber 

pajak. Dan ekstensifikasi merupakan upaya pemerintah meningkatkan penerimaan 

pajak dengan C8J'1I mendatangi seluruh wajib pejak untuk diberikan infonnasi 

mengenai pajak. lntensifikasi dan ekstensifikasi tidak akan berhasil tanpa 

dilandaskan oleh administrasi pajak yang baik dan tingkat kesadaran dari 

masyarakat akan kewajibannya. 
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Penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara sesuai dengan fungsi 

utama pajak itu sendiri, yaitu fuogsi sebag:U sumber keuangan ncgnra (budgetair) 

dan fungsi mengntur (regularend). Oalnm fungsinya sebagai budgetoir, pajak 

merupakan sumber dana bagi pemerintnh untuk mcmbiayai pengeluarannya. 

Sebagai regulorend, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksnnakan 

kebijakan pemcrintah dalam bidang sosiol dan ekonomi. Hal ini sesuai dcngan 

program yang dicanangkan pcmerintah yaim membiayai pembangunan sendiri, 

dengan maksud mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri 

(mengurangi hutang negara). 

Kondisi pencrimaan negara dari sek-tor perpajakan pada tahun 2011 bcrada 

dibawah target yang ditetapkan, hal In! berdas:irkan www.pajak.go.id yang 

meoyatakan bahwa : 

Realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan hingga Desember 2011 
haoya mcocapai Rp872,6 triliun, dan pencrimaan pajak tersebut dibawah target 
yang ditetapkan. Pcoyebab tidak tercapainya target pcncrimaan perpajalcan 
dikarcnakan target pajak dalam ocgcri yang tidak sesuai harapan. Pajak 
pcoghasilan (PPh) hanya terealisasi Rp430,8 triliun dari target sebesar Rp432 
triliun. Realisasi pencrimaan pajak pertambahan nilai (PPN) jauh di bawah target, 
haoya Rp277 triliun dari target sebesar Rp298,4 triliun. Realisasi PPN haoya 
92,8% dari target yang ditctapkan dalam APBN-P 2011. 

Peniogkatan pencrimaan PPN yang hanya sedikit bukan semata-mata 

kcsalahan pemerintah tetapi juga tc:rgantung dari wajib pajaknya. Hal tersebut 

juga dijclaskan oleh Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany, yang mengatakan : 

"Ada dua bal yang mcmbuat realisasi penerimaan PPN tidak mencapai target. 

Pertama, tingkat kepatuhao dan tertib wajib pajak yang belum optimal atau masih 
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